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Skripisi penulis berjudul “Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/Puu-
Xi/2013 Tentang Peninjauan Kembali”. Latar belakang penulisan skripsi ini dalam rangka 
untuk mengetahui bagaimana kajian hukum terhadap pembatasan terhadap peninjauan kembali 
hanya satu kali. Sangat diharapkan melalui penulisan ini dapat memberikan manfaat ilmu 
pengatahuan dalam penelitian ini dan juga dapat memberikan masukan kepada para hakim-
hakim dalam menerima dan memutuskan permohonan pengajuan peninjauan kembali yang 
dimohonkan kedua kali demi mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. 
Pada BAB I  penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah dan tujuan 
dalam penulisan serta juga pendapat pro dan kontra tentang peninjauan kembali. Sedangkan 
pada BAB II akan menguraikan tentang teori-teori, hasil penelitian dan analisis. Selain itu juga 
akan di bahas juga tentang bagaimana tata cara pengajuan peninjauan kembali, tujuan hukum, 
penerapan diskresi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kajian filsafat hukum, kajian teori 
keadilan dan juga kasus posisi serta  analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. BAB III 
akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap pengembangan hukum saat ini dan 
akan datang terutama dalam hal permohonan peninjauan kembali. 
Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum. Penulis yakin bahwa tulisan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka dari ini penulis sangat mengharpakan kritik maupun masukan yang 
membangun dengan tujuan untuk memperbaiki tulisan ini. 
                                                                          Salatiga, Juni 6 2016 
 
                                                                               Muh Ramli Tomagola 
ABSTRAK 
 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah landasan negara yang di tuangkan 
dalam sila kelima Pancasila. Keadilan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang harus 
dilindungi oleh negara terhadap rakyatnya. Bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan 
keadilan, sehingga negara dituntut untuk membuat peraturan-peraturan yang harus berdasarkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peninjauan kembali lebih dari satu kali 
merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berpihak kepada keadilan. Alasanya bahwa 
peninjauan kembali dilakukan lebih dari satu kali didasarkan pada syarat pengajuan novum. 
Karena novum untuk mendapatkanya tidak diketahui kapan dan dimana ditemukan sehingga 
peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan solusi hukum apabilah terpidana di 
kemudian hari menemukan novum yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hakikatnya 
putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali adalah putusan 
yang berasaskan pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Kata Kunci : Peneninjaun kembali lebih dari satu kali, keadilan sosial bagi seluruh 
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